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bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 sampai dengan Pasal 231 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku 

pemegang kekuasaan pengeiociaan keuangan daerah 

mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, periu menctapkan Peraturan Bupati Pohuwato 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 

1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 304i) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890j, 

1999 28 Tahun tentang Undang-Undang Nomor 

Penycienggaraan Ncgara yang Bersih Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontaio (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Ncgara Republik Indonesia Nomor 4269j, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

ANDA Nur 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

». KN Tag ang tag ara a WI - -  . Pa gr anatara MY ng oe0 oto” Do. 1-81 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4955), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

NT at —-. 1 1 Na nan RT agan ia De aa TN na rar 
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Nomor 4400), 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Numour 60, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Numur 58, Tarbahan Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 4844), 

Uudang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Perubentukaa Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234),



  

li. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

AAA 

Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

NN AM 
Jus), 4s

 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomur 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4093), 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Numur 4737), 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang — Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerati 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tanun 2011, 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerafi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato 

Nomor 82), 

17.Peraturan Ducrah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun ' Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kebupaten 

Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156),
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PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

DAN rr 

DAD 1 

KETENTUAN UMUM 

dimaksud dengan : 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati. 

Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat dacrah pada  pcmcrintah dacrah  sciaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang. 

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang scianjutnya disingkat PPKD 

adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 

dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

Bendahara Umum Dacrah yang scianjutnya disingkat BUD adaiah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

.Pengguna Anggaran yang scianjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. | 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk mciaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang scianjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

BUD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. pada 

SKPD. 

“Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada unit kerja SKPD yang me'aksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

SKPD/unit keja pada SKPD di nngkungan pemerintah Gacrah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutaunakan 

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

INEMCIIHIA, menyuupan, menyetorkan, menatausahakari dar 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

Ineny Ipul, Ineribayarkan, menalausahakari, Gan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan urus kas keluar uriuk mengatus 

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam 

setiap periode. 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk nelaksaoakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan SPP. 

: 5 

. , 1 Pad .. . . . ', 

Surat Permintaan Penmibayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran — untuk menpeaj uKait 

permintaan pembayaran. 

P-UP adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 

yang tidak dapat 
kerja yang bersifai pengisian kembali (revotvingj 

dilakukan dengan pembayaran langsung.
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.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-T 

.SPP Ganti Uang Persediaan yang sclianjutnya disingkat SPP-GU adaiah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung. 

PP-TU adaiah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

kunbahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 

bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung 

dau uang persediaan. 

SPP Langsug yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 

langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 

surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 

11 DTryni7 
UIE rrih. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan/diterbilkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

Sa 9 1 n. 1 2 naa Dg ara pr to . KAN 2 

“Surat Perintah Membayar Uang Persegaan yang SeianjUulya disingkat 

SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D alas beban 

pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk 

mendanai kegiatan. 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan /diterbiikan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti 

uang persediaan untuk mengganti uang persediaan yang telah 

dibelanjakan. 

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan /diterbilkan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 

atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya tuciebihi 

dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan keleniuan. 

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbiikan oleh pengguna anggara Kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- 

YON 

SKPD kepada pihak ketiga.
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.Surat Perintah Pencairan Dana yang scianjutnya disingkat SP2D adaiah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh BUD berdasarkan SPM. | 

BAB II 

Azas Umum Mekanisme Pembayaran 

Pasal 2 

Mekanisme pembayaran atas beban APBD dilaksanakan secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, dan bertanggung 

jawab dengan meriperhatikan azas kepatutan, dan manfaat. 

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah bahwa 

penggunaan keuangan daerah dilaksanakan secara tepat waktu dan iepai 

guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawaukai.. 

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah bahwa penggunaan keuangan daerah harus berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. | 

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil 

program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan keluaran dengan hasil. 

Efesien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 

keluaran yang maksunumn dengan Inasukan tertentu atau penggurnaai 

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud puda ayat (1) inerupakan 

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan dan pelinpahan kewenangan yang dipercayakan kepadanya 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepatuian sebagainnana dimaksud pada ayat (I) adalah lUindakan atau 

suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 

Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan 

daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada 

masyarakat. 

AA 

Penyediaan Dana 

Pasai 3 

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Anggaran Kas 

selama 1 (satu) tahun. 

Rencana anggaran kas yang telah disusun oleh pengguna anggaran 

LS TT 

disampaikan kepada kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP 

AP peramnaan
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Kuasa BUD sctciah menerima rencana anggaran kas dari SKPD scianjutnya 

menyiapkan SPD untuk diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD. 
— 

Pengcluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD. 

Pengisian Kas Umum Daerah 

Pada Rekening Kas Pengeluaran 

Kuasa BUD menyusun rencana 

daerah (KASDA) untuk penerbitan surat perintah pemindahbukuan dana 

dari rekening kas umum daerah ke rekening kas pengeluaran. 

Surat perintah  pemindahbukuan diajukan ke Kepala “Bidang 

Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD untuk diteliti sesuai ketersediaan 

anggaran kas dan kebutuhan pembayaran secara berkala. 

Seisciah diteliti oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD, 

Kuasa BUD mengajukan surat perintah pemindahbukuan kepada Kepala 

BPKAD seciaku BUD untuk pengesahannya. 

Kuasa BUD menyampaikan surat perintah pemindahbukuan kepada Bank 

yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah (Bank 

Kasda). 

Pernindah bukuan melalui SP2D kepada rekening pihak ketiga aiau kepada 

rekening bendahara pengeluaran SKPD harus melalui rekening kas 

pengeluaran pada Bank Kasda. 

Pasa1 5 

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran 
Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan 

(SPP-UP/GU/TUP) 

Surat Penyediaan Dana (SPD). 

Khusus permintaan Tambah Uang Pcrscdiaan diberikan kepada SKPD 

dengan tujuan : 

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangai mendesak/tidak dapat 

ditunda, 

b. digunakan paling iama i satu) bulan (30 hari kaicnder) sejak diterbitkan 

SP2D TUP, 

c. apabila tidak habis digunakan daiam satu buian, sisa dana yang ada 

pada kas SKPD harus disetor ke kas daerah, 

.apabila butir b dan c diatas tidak dipenuhi, kepada SKPD yang 

2.
 

bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP pada tahun anggaran 

bcerkcnaan,
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c.dana TU tidak untuk membiayai pengciuaran yang scharusnya 

dibayarkan dengan beban LS. 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP/GU/TUP dilakukan oich 

bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 
ye er 

anggaran melalui PPK-SKPD daiam rangka pengisian uang perscdiaan/ganti 

uang persediaan dan tambah uang persediaan. 

Dokumen SPP-UP/GU /TUP, sebagai berikut : 

a. SPP UP: 

1) salinan 1 surat pengantar SPP-UP: 

2) salinan 1 ringkasan SPP-UP, 

S) salman 1 SPP-UP, 

4) salinan SPD: 

S5) daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja, 

6) surat pernyataan tentang Penggunaan Uang Persediaan (UP) 

7) surat pernyataan tanggungjawab muilak UP. 

8) salinan 1 kwitansi fiat. 

u.SPP GU : 

1) surat pengantar SPP-GU, 

2) ringkasan SPP-GU, 

3) rincian SPP-GU, 

4) salinan 1 SPP-GU 

5) salinan SPD, 

O) surat pernyataan tentang penggunaan Ganti Uang (GU), 

7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak GU, 

2 S) kwitansi fat, 

O0)surat pengesahan laporan  pertanggungjawaban bendahara 

pengeluarair atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya. | 

10)asli bukti-bukti penerimaan penibayaran oleh pihak ke III yang 

berineterai cukup sesuai keieniuan peraturan perundang-undangart, 

11) SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, berita acara 

penerimaan barang Gan jarupirannya, nota pesanan dan nota-nvta 

lainnya, 

12) SSP/Buku perotongan pajak 

c. SPP TUP: 0 

1) salinan 1 surai pengantar SPP -TUP, 

2) salinan 1 ringkasan SPP -TUP, 

3) salinan 1 SPP-TUP, 

4) salinan SPD, 
0. 0. ata Teataaeataa: 

5) daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jeni belanja,
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(3) 

6j surat pernyataan tentang penggunaan Tambah Uang Persediaan (TUP), 

7) surat pernyataan tanggungjawab mutlak TUP, 

3) salinan i kwitansi fiat. 

Dokumen SPP-UP/GU/TUP ditandatangani dan diajukan oleh bendahara 
AA Ara 

pengciuaran seianjuinya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi 

yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu yang ditetapkan 

ANTA 

berdasarkan SPD, kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan kerja yang 

dicapai dengan indikator keluaran dan pembebanan rekening. 

ADA ri TT Jr Tm A 1 1 1. 1 1.1. . 2 1.1 ag ag. HA ag NN na no NAN 

ApPaDlid dUd KCSaladiiail atau KEKUrdaligdll dAldS YUKUINCN DrE-UF/JTU/ LUr 

yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan 

1 Yo Rb aa ag pagu an at AN an PL PN na 
KCpayad UCNGJdaild ad pengciuaralri ULILUK GIPCIUGRIKI dan UNI KADI Udil/ alau 

PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM. Surat penolakan 

penerbilan SPM ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna 

Anggaran. 
“ DA 1.1 n P. . . 1 , 

FU SeElaKku JUNPSI VEFHIKASI 
U1m— 7 KI ha . An PATIN LIL DD, AL 

Apabila YOKUINCII SESTUFJ UP LUF OLEII KINI 

dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi 

, 1 
pengesahan SPP dalam bal ut ui Kuasa Pengguna Anggaran dan 

selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh 

peisetujuari. 

Persetujuan oleh Pengguna Anggaran melalui penandatanganan SPM- 

Tr 

UP/ GU/j 
ATI /TU 

UP. 

Pasal 6 

Penerbitan Surai Permintaan Penibayaran 
Ganti Uang Nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil 

(SPP- GU Nihil/TUP Nihil) 

Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-GU nihil/TUP nihil 

berdasarkan surat pertanggungjawaban. 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU nihil/TUP nihil dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 

anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pertanggungjawaban ganti uang 

(ar ya 2. 

persediaan nihii/ TUP nihil. 

Dokumen SPP- GU nihil/TUP nihil, sebagai berikut : 

Ay LUAE KA 

a. surat pengantar SPP-GU/ TUP nihil, 

.ringkasan SPP-GU Nihil/TUP nihil, b 

c. rincian SPP-GU nihii/ TUP nihil, 

d. salinan 1 SPP-GU nihil / TUP nihil, 

Paha 

. salinan SPD, Sa 

kwitansi fiat, 

g. surat pengcsahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

atas penggunaan dana SPP-GU nihil/'TUP niLil, 

—



  

(7) 

—
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ka
 

—
 

(2) 

h.asii bukti-bukti penerimaan pembayaran oieh pihak kc III yang 

bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

i. SPK, berita acara pemeriksaan barang dan iampirannya, bcrita acara 

penerimaan barang dan lampirannya, nota pesanan dan nota-nota 

jainnya, 

j. SSP/Bukti pemotongan pajak, 

“bukti penyetoran atas pengembalian kas di bendahara pengeluaran dari x-
 

selisih surat pertanggungjawaban dengan nilai UP/TUP yang diterima. 

Dukumen SPP-GU nihil/TUP nihil ditandatangani dan diajukan oleh 

bendahara pengeluaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk 

diverifikasi yang anelpuli kelersediaan anggaran, batas pagu yang 

ditetapkan berdasarkan SPD, kesesuaian rencana kerja dan/atau 

kelayakan kerja yang dicapai dengan indikator keluaran dan pembebanan 

rekening. 

Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPPGU mbil/ TUP 

nihil yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi 

mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan 

dilengkapi dan/atau PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan 

.. » “ NY? YATA 
On AN: 3 1 1 gt maa gt 1 : 1 v7 1 

DOFIVI. DUfat PCNOlAaKkan penerbilati Ok iIvi GitarGu li igat il oleii Kepala OKE 

selaku Pengguna Anggaran. 

A 1.1 1 1 AMI AT Tr 14 (ng Trm .“ 1 1 17 At 1 1 ? . 

Apavla UUKUINCI SPPYU IIMII/LUF IMIMI OLCIL PPK- SKPD SCiakU TUNGSI 

verifikasi dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada 

fungsi pengesahan SPP dalam hal ini ini Kuasa Pengguna Anggaran dan 

selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh 

persetujuan. 

Persetujuan oleh pengguna anggaran melalui penandatanganan SPM- GU 

uihil/ TUP mini. 

Pasal 7 

Penerbitan Surat Perintah Menibayar 

Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambah Uang Persediaan/ 

Ganti Uang Persediaan Nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil 

(SPM-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil) 

aa. , Ma 1 
SPP-UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil setelah diotorisasi dan mermperuieh 

persetujuan pembayaran oleh pengguna anggaran, maka diserahkan 

kepada PPK-SKPD untuk penerbitan SPM- UP/GU/TUP. 

SPM-UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil yang telah diterbitkan oleh PPK- 

dan ditandatangani oleh pengguna anggaran sejanjuinya diajukan 

endahara pengeluaran kepada PPKD, melalui Kepala Bidang Anggaran 

SKPD 

oleh b 

? 
. . 1. DN 

BPKAD selaku fungsi verifikasi pengendalian APBD.
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Pasai 8 

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

BD ONLLN "UGAN SeuliS/ ATALALKPCALA CL 15 A4 Ne PANAH ULP 

Ganti i Uang Nihil / Tambah Uang Persediaan Nihil 
(SP2D-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil) 

Pengguna Anggaran melalui bendahara pengeluaran rmmenyerahkan SPM- 

UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD 

selaku fungsi verifikasi pengendalian APBD, dilarnpiri sebagai berikut : 

a. SPM UP: 

salinan 1 surat pengantar SPP/ SPM-U ) 

2) salinan 1 ringkasan SPP/SPM-UP, 

4“ 

Cc 

»- 

r, 

3j salinan i SPM-UP, 

4) salinan SPD, 

5) daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja, 

6) surat pernyataan tentang penggunaan Uang Persediaan (UP), 

7) surat pernyataan tanggungjawab mullak UP, 

8) salinan 1 kwitansi fiat. 

b. SPM GU/GU Nihil: 

1) surat pengantar SPP/SPM-GU, 

2) ringkasan SPP/ SPM-GU, 

3) rincian SPP-GU, 
Oma ", 

4) salinan 1 SPM-GU, 

5) salinan SPD, 

6j surat pernyaiaan tentang penggunaan ganti uang (GU), 

7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ganti uang (GU), 

8j kwitansi fiat, 

9) surat pengesahan laporan  pertanggungjawaban bendahara 

pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya, 

10)Jasli bukti-bukti penerimaan pembayaran oleh pihak ke III yang 

bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

11) SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, berita acara 

penerimaan barang dan iampirannya, nota pesanan dan nota-nota 

lainnya, 

Tni 

SSP/Bukii pemotongan pajak, . 

2) 

13) bukti penyetoran atas pengembalian dana GU jika terdapat saldo 

pada kas bendahara. 

c. SPM TUP/TUP Nihil : 

Ii) salinan 1 surai pengantar SPP/SPM-TUP, 

2) salinan 1 ringkasan SPP/SPM-TUP,
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(6) 
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(9) 

3) salinan i SPM-TUP, 

4) salinan SPD, 

5) daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis beianja, 

6) surat pernyataan tentang penggunaan tambah uang persediaan (TUP): 

7) surat pernyataan tanggungjawab mutiak TUP, 

8) salinan 1 kwitansi fiat: 

9) buku penyeioran atas pengembalian dana GU jika terdapat saldo 

pada kas bendahara 

Dokumen SPM UP/GU/TUP/GU mikil/TUP nihil dan Jampirannya yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran melalui Kepala Bidang Anggaran 

BPKAD, selanjutnya diteruskan kepada fungsi verifikasi pengendalian APBD 

untuk diteliti sebagai dasar penerbitan SP2D. 

Apabila fungsi verifikasi pengendalian APBD menyatakan bahwa dokumen 

tersebut ada kesalahan maka fungsi verifikasi pengendalian APBD 

mengelibalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD untuk diperbaiki dan 

dilengkapi dan/atau kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD untuk 

menerbitkan surat penociakan SP2D. Penolakan SP2D ditandatangani oleh 

Kepala BPKAD selaku BUD. 

- Ty MA pay an aan 
U IMIMI/ TUK III Udil IEIPMU dIMIya yYallgy 

OAT rr 1 A1 /SPP DA 
JOKUINCII Or Mm 1 SEE-UE/NU/ U/TUP/G 

sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, oleh fungsi verifikasi 

pengendalan APBD selanjutnya diteruskan kepada Kuasa BUD untuk 

verifikasi atas ketersediaan kas pada rekening kas pengeluaran (Kasda 

Pengeluaran) berdasarkan sumber dana untuk penerbitan SP2D. 

SP2D diteruskan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk pengesahan 

AOA 

SP2D. 

SP2D yang telah ditandatangani oleh kepala BPAKD selaku BUD, maka 

kuasa BUD inenyeralikan SP2D dunaksud kepada : 

1. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk, 

2. Lerubar 2 kepada Pengguna Anggaran, 

3. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD 

Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) pada dokumen 

penatausahaan, yang terdiri dari : 

1. Buku Kas Penerimaan 

2. Buku Kas Pengeluaran 

Bank memindahbukukan dari rekening kas urnurn pengeluaran (kasda 

pengeluaran) ke rekening kas bendahara pengeluaran SKPD sesuai SP2D 

dan membuat nota debei, kemudian diserahkan kepada kuasa BUD. 

Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D dari Kuasa BUD kepada 

bendahara pengeluaran.
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(10) Bendahara Pengciuaran menerima pencairan dana dari rckcning kas 

umum daerah melalui rekening kas pengeluaran sesuai SP2D dan 

, memasukan kec rckening kas SKPD. 

(11) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, 

yang terdiri dari : 

1. Buku Kas Umum Pengeluaran 

2. Buku Pembantu Simpanan Bank 

3. Buku Pembantu Pajak 

4. Buku Pembantu Paryar 

Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek 

— 

Pasai 9 

Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS gaji dan tunjangan 

berdasarkan SPD. 

2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan dilakukan 

—
n
 

t—
3 

—
.
 

—
 

oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran gaji dan 

tunjangan 

3) Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari : 

a. Surat Pengantar SPP-LS Gaji 

b. Ringkasan SPP-LS Gaji 

Rincian SPP-LS Gaji D 

Salinan SPD, c. 

e. Kwitansi fiat 

Lampiran iainnya terdiri dari : 9
 

—
 Pembayaran gaji induk 

Gaji susulan 

»
 

Kekurangan gaji 

Gaji terusan 

na
 

Uang Duka 

tr 1. YON 1 Carr PNS 
SK CPNS/ SK PNS, 

A.
A»
 

SK kenaikan pangkat, 

SK jabatan, 

o 
» 

kenaikan gaji berkala, 

. surat pernyataan pelantikan, 

. 

. surat pernyataan masih menduduki jabatan, 

p
m
 

-s
 

b-
 

GO 

. surat pernyataan mejaksanakan tugas, p
a
 

N
)
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(2) 

. daftar kciuarga (KP4), p
a
 

pe
ma

 PR 
Y 

. fotokopi surat nikah, 

. fotokopi akic kciahiran, -
s
 

(81
) 

16. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji, 
pe
da
 

SI
 . surat pindah, 

. surat kematian, ya
a 

00
 

.SSP PP Pasai 21, dan pa
d 

Ne
) 

20. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan 

dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah / wakil 

kepala daerah. 

Kelengkapan larupiran dokumen SPP-LS pernbayaran gaji dan 

tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

Dokumen SPP-L3 Gaji ditandatangani dan diajukan oleh bendahara 

pengeluaran, selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk 

diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu yang 

ditetapkan berdasarkan SPD. 

Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-LS Gaji yang 

diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada 

bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK- 

SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM. 

Apabila dokumen SPP-LS Gaji oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi 

dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi 

pengesahan SPP dalam hal Ini Ini pejabai yang membidangi kepegawatari 

dan selanjutnya disampaikan kepada pengguna anggaran untuk 

inemperoleh persetujuan pembayaran. 

Pasal 10 

Penerbitan SPM-LS Gaji 

SPP-LS Gaji setelah dioturisasi dan memperoleh persetujuan permibayarai 

oleh Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk 

penerbitan SPM-LS Gaji 

SPM-LS Gaji yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani 

20... 2 1 Yg oa0 

oleh Pengguna “Anggaran selanjuinya diajukan oleh — bendaiiara 

pengeluaran kepada PPKD melalui Kepala Bidang Anggaran selaku fungsi 

7. 2 1 1s A AOrA 

VErNIKASI pengendailan ArDU.
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Pasal 11 

Penerbitan SP2D - LS Gaji 

Pengguna Anggaran ruelalui bendahara pengeluaran menyerahkan SPM-LS 

Gaji kepada Kepala Bidang Anggaran selaku fungsi verifikasi pengendalian 

A Mn 1. 8 

APBD, dilampiri : 

a. salinan 1 surat pengantar SPP-LS Gaji 

Gaji uu
 

b. salinan 1 ringkasan SPP-L 

c. salinan SPD 

salinan 1 kwitansi ftat. C.
 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
— 

—3
 Lampiran iainnya sebagaimana lampiran dalam SPP-Ls Gaji dan 

Tunjangan sesuai peruntukkannya. 

Apabila fungsi verifikasi pengendalian APBD menyatakan bahwa dokumen 

tersebut ada kesalahan atau kekurangan maka dikembalikan kepada 

bendahara pengeluaran SKPD uniuk diperbaiki dan atau kepada Kepala 

Bidang Anggaran dan menerbitkan surat penolakan SP2D. 

Penandatanganan surat penolakan SP2D oieh Kepala BPKAD selaku BUD. 

Dokumen SPM SPP-LS Gaji dan lampirannya yang sudah lengkap dan 

memenuhi persyaraian, oleh fungsi verifikasi pengendalian APBD 

diteruskan kepada Kuasa BUD untuk diteliti sebagai dasar penerbitan 

ra 
SP2D. 

SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD selanjutnya ditandatangani oleh 

Arr Aa Kepala BPKAD selaku BUD. 

SP2D yang telah ditandatangani oleh kepala BPKAD selaku BUD, kuasa 

Tr An ii BUD menyerahkan SP2D dimaksud kepada : 

a. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk 

b. Lembar 2 kepada Pengguna Anggaran 

c. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD 

Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) pada dokumen 

penatausahaan, yang terdiri dari : 

a. Buku Kas Penerimaan 

b. Buku Kas Pengeluaran 

Bank memindahbukukan pembayaran dari SP2D ke rekening kas 

bendahara pengeluaran SKPD dan membuat nota debet, kemudian 

diserahkan kepada kuasa BUD. 

Bendahara Pengeluaran menerima pencairan dana dari rekening kas 

bendahara pengciuaran SKPD sesuai SP2D untuk seianjutnya 

didistribusikan kepada penerima gaji.
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Bendahara pengciuaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, 

yang terdiri dari : 

a. Buku Kas Umum Pengciuaran, 

b. Buku Pembantu Simpanan Bank, 

c. Buku Pembantu Pajak, 

d. Buku Pembantu Panjar, 

1 Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek, a 

Pasal 10 

Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa 

ur 
Permintaan pengajuan SPP-LS dapat diberikan kepada SKPD untuk 

keperluan : 

a. Pengadaan belanja modai dan belanja pegawai pada belanja barang 

dan jasa, 

b. Pengadaan belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga diatas Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah), 

Pengecualian sebagaimana ayai (i) diatas adalah : 

a. Biaya rekening telepon, air dan listrik kantor, 

b. Perjalanan dinas luar daerah, 

c. Biaya makan dan minum tamu, 

£.
 

Biaya transportasi dan akomodasi peserta bimtek, sosialisasi, seminar, 

desiminasi dan sejenisnya. 

Berdasarkan SPD, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Kontrak 

Pelaksanaan Pekerjaan, bendahara pengeluaran membuat SPP-LS dan 

dokumen lain. 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran 

melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran langsung barang dan jasa. 

SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD sebagaimana ayai 

(2) diatas dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

Dokumen SPP-LS terdiri dani : 

a. Surat Pengantar SPP-LS, 

b. Ringkasan SPP-LS, 

c. Rincian SPP-LS, 

. Saiinan SPD, 

e. Kwitansi fiat yang ditanda tangani pihak ketiga, 

c.
 

Lampiran lainnya terdiri dari : na
n 

1. Dokumen Kontrak lengkap, 

2. Surat Perintah Kerja,
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(2) 

Berita Acara Pembayaran, 

2
g
 

Surat Kuasa Pemotongan 

Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, 
a
g
 

Invoice, 

-l
 

Dokumentasi, 

Berita acara pemeriksaan, penyerahan dan penerimaan hasil » 

pekerjaan oleh PPTK dan pihak keiga, 

O Jaminan Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, 

Dan At nragagr Den togi 
. DUKU pPCIOLONNIgaNl Kadjak, a
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. Surat pernyataan tanggungjawab belanja, 

. Dokumen lainnya yang dipersyaraikan sesuai ketentuan peraturan pa
da
 

pengadaan barang dan jasa menurut ketentuan Peraturan Presiden 

Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 

Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air) harus 

dilampiri buku rekening asli. 

Dokumen SPP-LS ditandatangani dan diajukan oleh bendahara 

pengeluaran dau mengetahui PPTK selanjutnya disampaikan kepada PPK- 

SKPD untuk diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu 

yang ditetapkan berdasarkan SPD. 

Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-LS yang 

diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada 

bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK- 

SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM. 

Apabila dokumen SPP-LS oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi dianggap 

iclah memenuhi ketentuan, inaka diteruskan kepada fungsi pengesahan 

SPP dalam hal ini ini Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya 

disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan 

pembayaran. 

Pasal 15 

Penerbitan SPM-LS 

SPP-LS setelah diotorisasi dan meraperoleh perselujuan pernbayaran oleh 

Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk 

penerbitan SPM-LS. 

SPM-LS yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan oleh bendahara pengeluaran 

kepada PPKD melalui Kepala Bidang Anggaran selaku fungsi verifikasi 

pengendalian APBD.
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Pasai 14 

Penerbitan SP2D - LS 

Pengguna Anggaran melalui bendahara pengciuaran menyerahkan SPM-L 
- 

Ul
 

kepada Kepala Bidang Anggaran, dilampiri : 

a. salinan i surai pengantar SPP-LS, 

b. salinan 1 ringkasan SPP-LS, 

Cc. salinan SPD, 

d. salinan 1 kwitansi fiat, 

e. Lampiran lainnya terdiri dari : 

1 Ringkasan Kontrak, 

NN (Na . — s 3 1 En 2 ag 

2. Surat r€lillladil RCija, 

3. Berita Acara Pembayaran, 

A (ACA: AL Yna B1 "engtita 4 Tatan, 1 iga Naa aa mn maan sena MEA Ta 

Lt. O0OF£ / DUKU penmotoligal raja Uadll KUdsa pemotongan Id UYA, 

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, 

2 NP Una rere DODXxA Tr P & Se Anh 5 31 Sa "1 z3 P1 1 

O. KIUSUS SrFIVI LS Yallg SMdLUNYa MIC UParsdil pPENaApMIall S€Cala VErkdia 

maka ringkasan kontrak dan SPK dilampirkan hanya pada saat 

tagihan pertama kecuali terdapat addendum kontrak. 

Dokumen SPM SPP-LS dan lampirannya yang disampaikan oleh 

bendahara pengeluaran melalui Kepala Bidang Anggaran selanjutnya 

diteruskan kepada fungsi verifikasi pengendalian APBD untuk diteliti 

kelengkapan dokumen, kode rekening dan sumber dana. 

Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPM SPP-LS yang 

diajukan, maka fungsi verifikasi pengendalian APBD mengembalikan 

kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau 
RA i . : 

Ikemmbvallkan kepada Kepala Bidang Anggaran untuk Ieuerulikan surut 

penolakan penerbitan SP2D. Penolakan SP2D ditandatangani Kepala 
Dpr7rA 1 D'T Tr BPKAD selaku BUD. 
p 
okumen SPM SPP-LS dan lampirannya yang sudah lengkap dan 

MENECNU persyaralau, oleh fungsi verifikasi pengendali h 
diteruskan k sendailan APBD 

epada Kuasa BUD untuk penelitian ketersediaan 
anggaran 

SP2D Dr 
SP “ # | YJeular Pp jttrr DA 

2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD selanjutnya di engui S2D. 
it 

Drnrra 7 : 1, Nepala BPKAD selaku BUD 

1 1 Kas . . .. -1 . - berdasarkan sumber dana dan penerbitan 

andatangani oleh 

1D 4) ii c 5 

ke 

dinaksud kepada , | 
VI 

Lemb 

) 
“ 

mnbar 1 kepada Bank yang ditunjuk: | 
"Kl 

b. Lembar 2y NVar 2 kepudu Perj 
Lembar 3 Ari 

K3 

: pyar: i 

P Kurang Bup, dll, |



Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debet (dari bankj pada dokumen 

penatausahaan, yang terdiri dari : 

a. 

b. 

Buku Kas Pcncrimaan 

Buku Kas Pengeluaran 

Bank memindahbukukan pembayaran berdasarkan SP2D/Daitar Penguji 

SP2D dari rekening kas pengeluaran kepada rekening pihak ketiga atau 

rekening bendahara sesuai rekening yang dituju pada SP2D/Daitar 

Penguji SP2D. 

Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, 

yang terdiri dari : 

a. 

b. 

Buku Kas Umum Pengeruaran 

Buku Pembantu Simpanan Bank 

Buku Pembantu Pajak 

Buku Pembantu Panjar 

NAN na IN Maa Dena YA, 1. » 8 A BEM anakan (1. -1 

UKU KEKaApILUulaSI FClieSlUuaran PEr MINCIa ULUYEK Oj
 

NI 

BAB IV 

PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN 
DAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN PADA SKPD 

Pagu Dana Uang Persediaan (UP) 

Pasal 15 

Pengaturan pemberian UP diatur sebagai berikut : 
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SKPD RSUD dan BKPPD setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,-: 

CTTNNA 
SKPD Kantor Perpusiakaan dan kearsipan, Kantor KPTSP dan Kantor 

Satpol PP, setingi-tingginya Rp. 30.000.000,-: 

SKPD Sekreiariat Daerah seiinggi-tingginya Rp. 400.000.000,- dengan 

rincian Rp. 100.000.000.- untuk biaya rutin Sekretariat Daerah dan 

Rp. 300:000.000,- uniuk biaya operasional kegiatan Bupati/ Wakil 

Bupati, 

SKPD Sekretariat DPRD setinggi-iingginya Rp. 400.000.000,- dengan 

rincian Rp. 100.000.000.- untuk biaya rutin sekretariat DPRD dan Rp. 

SD
 300.600.000.- untuk biaya operasional kegiatan DPRD, 

Dinas Pendidikan setinggi-tingginya Rp. 350.000.000,- dengan rincian 

Rp.125.090.000,- untuk biaya rutin Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pohuwato dan Rp.225.000.000,- untuk biaya operasional sekolah, 

Dinas Pekerjaan Umum setinggi-tingginya Rp. 80.000.000,- dengan 

rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin Dinas PU dan Rp. 

30.000.000,- biaya operasional Unit Peralatan dan Laboratorium, ,
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hn. SKPD Kantor Camat sctingi-tingginya Rp. 50.000.000,- dengan rincian 

Rp. 30.000.060,- untuk biaya rutin kantor camat dan Rp. 20.000.000,- 

untuk biaya operasional program Pro-Umat, 

i. SKPD Kantor Camat Paguat setingi-tingginya Rp. 65.000.000,- dengan 

rincian Rp. 30.000.000,- untuk biaya rutin kantor camat dan Rp. 

20.000.000,- untuk biaya operasional program Pro-Umat dan Rp. 
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J. SKPD BPKAD setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- dengan rincian Rp. 
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biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua: 
AAA AAA SKPD Dinas Kesehatan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000, - 

l. SKPD BPKAD selaku PPKD setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- untuk 
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bantuan sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila dana UP telah 

Uigunakan sekurang-kurangnya 56 $ dari dana UP yang diterima, 

dibuktikan dengan SPJ rampung, kecuali yang diperuntukkan untuk biaya 
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tidak dapat diperkirakan sebelumnya, GU dapat diberikan tanpa batasan 

penggunaan. 

Dalam hal penggunaan UP, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan 

Inclebihi sisa Jana yang tersedia, rnaka dapat diajukan Tarubahan Uang 

Persedian ( TUP) jika TUP yang dibutuhkan melebihi 756 dari jumlah nilai 

UP yang diterima (nilai UP dak termasuk nilai yang diberikan tanpa 

batasan penggunaan) 
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Mekanisme Pencairan Dana 

Setelah bendahara pengeluaran menerima pencairan dana dari rekening 

kas daerah sesuai SP2D, maka wajib memasukan dana tersebut ke 

rckcning kas SKPD. 

Pencairan dana dari rekening kas SKPD dilakukan dengan cara 

mencrbitkan cck tunai yang ditanda tangani oich pengguna anggaran dan 

bendahara pengeluaran. 
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Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.



  

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 

dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato 

Diundangkan di Marisa 
pada tanggal 3/ Desewh 2013 
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31 Ocsember2013


